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Informasi Abstract

Volume :2 This study aims to analyze the performance evaluation system at the
Administrative Court of Banjarmasin (PTUN Banjarmasin) and formulate an
Bulan . Desember evaluation model that integrates the Human Resource Information System
(HRIS) with Society 5.0 principles. A qualitative case study approach was
Tahun  :2025 employed through in-depth interviews, limited participant observation, and
E-ISSN :3062-9624  gocument analysis. Data were analyzed using the interactive model of Miles,
Huberman, and Saldana. The findings indicate that the existing evaluation
system remains administrative and does not adequately represent employees’
digital workload. The integration of HRIS and Society 5.0 enhances
objectivity, accuracy, and transparency by enabling real-time digital
performance tracking and incorporating indicators such as technological
adaptability, collaboration, and problem-solving capabilities. This model can
motivate staff, develop their competencies, and support the Smart Court
transformation, inspiring confidence in the system's positive impact.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi sistem evaluasi kinerja pegawai di PTUN Banjarmasin
serta merumuskan model evaluasi berbasis Human Resource Information System (HRIS) yang
terintegrasi dengan prinsip Society 5.0. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi,
kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sistem evaluasi kinerja yang berlaku masih bersifat administratif dan belum
mampu merepresentasikan beban kerja digital pegawai. Integrasi HRIS dan Society 5.0 terbukti
meningkatkan objektivitas, akurasi, dan transparansi evaluasi melalui pencatatan kinerja digital secara
real-time serta penilaian kompetensi adaptasi teknologi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Model
evaluasi ini mendorong peningkatan motivasi, pengembangan kompetensi, dan keselarasan kinerja
dengan arah transformasi Smart Court. Dengan demikian, integrasi HRIS-Society 5.0 menjadi langkah
strategis untuk menciptakan sistem evaluasi yang lebih human-centered, adaptif, dan akuntabel pada
lingkungan peradilan administrasi.

Kata Kunci: Evaluasi kinerja, HRIS, Society 5.0, ASN, Smart Court.
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A. PENDAHULUAN

Dalam era digital dan globalisasi yang semakin pesat, pengelolaan sumber daya manusia
(SDM) menjadi salah satu aspek yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan
organisasi. SDM tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi, tetapi sebagai aset strategis
yang mampu menciptakan nilai, inovasi, serta menentukan arah keberlanjutan organisasi.
Armstrong (2020) menegaskan bahwa kualitas SDM merupakan inti dari sustainable
competitive advantage, sehingga pengembangan kompetensi, literasi digital, dan adaptasi
terhadap perubahan teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Pada lingkungan pemerintahan Indonesia, isu mengenai kualitas kinerja Aparatur Sipil
Negara (ASN) menjadi perhatian nasional karena berkaitan langsung dengan kualitas
pelayanan publik. Berdasarkan laporan Kementerian PANRB (2024), tercatat bahwa sekitar
37% instansi pemerintah daerah dan lembaga vertikal belum mencapai kategori “baik” dalam
penilaian kinerja pegawai berbasis e-kinerja. Angka ini menunjukkan bahwa digitalisasi
manajemen kinerja ASN belum berjalan optimal, meskipun pemerintah telah menyediakan
berbagai instrumen pendukung. Temuan tersebut didukung pula oleh Kompas.com (2024)
yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi digital, lemahnya budaya kerja adaptif, serta
kurang efektifnya penggunaan aplikasi e-kinerja berkontribusi terhadap stagnasi produktivitas
ASN. Fakta tersebut menjadi body note penting bahwa peningkatan sistem evaluasi kinerja
membutuhkan pendekatan baru yang lebih jelas.

Transformasi kinerja ASN sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan dalam
organisasi. Eliyana (2020) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional mampu
memberikan inspirasi, dukungan emosional, serta visi perubahan yang mendorong pegawai
bekerja melampaui ekspektasi. Selain itu, Dirani & Nafukho (2021) menekankan bahwa
kepercayaan terhadap pimpinan berperan penting dalam meningkatkan employee engagement
dan kesiapan pegawai dalam menerima perubahan. Hal ini menjadi penting, mengingat
digitalisasi sistem pemerintahan membutuhkan komitmen, disiplin, dan kemampuan adaptasi
dari pegawai di berbagai tingkat jabatan.

Sementara itu, dalam ranah peradilan administrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Banjarmasin merupakan institusi peradilan yang memiliki peran strategis dalam
menciptakan kepastian hukum dan keadilan administratif bagi masyarakat. Kualitas layanan
peradilan sangat ditentukan oleh kinerja pegawai dalam menjalankan tugas administrasi
perkara, pelayanan publik, serta pengelolaan data dan teknologi informasi. Oleh karena itu,

PTUN Banjarmasin dituntut untuk memiliki sistem evaluasi kinerja yang objektif, akuntabel,
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dan kompatibel dengan perkembangan teknologi. Implementasi inovasi seperti e-Court, e-
Litigation, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), serta langkah menuju Smart Court
menunjukkan adanya komitmen digitalisasi yang kuat. Namun demikian, modernisasi layanan
tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh sistem evaluasi kinerja internal yang terintegrasi dan
adaptif terhadap era digital.

Pemanfaatan Human Resource Information System (HRIS) hadir sebagai solusi penting
dalam mengatasi persoalan tersebut. HRIS memungkinkan proses penilaian kinerja dilakukan
secara terstandar, real-time, dan terintegrasi, sehingga mengurangi potensi bias serta
memperkuat akuntabilitas. HRIS juga memberikan kemudahan dalam manajemen data,
monitoring capaian kinerja, serta pelaporan yang lebih efisien. Namun pendekatan digital
melalui HRIS belum cukup apabila tidak disertai perspektif yang menekankan nilai
kemanusiaan dalam evaluasi kinerja.

Pada titik inilah konsep Society 5.0 menjadi sangat relevan. Society 5.0 memadukan
teknologi digital dengan kebutuhan manusia melalui pendekatan human-centered innovation.
Prinsip ini mendorong evaluasi kinerja yang tidak hanya menilai output administratif, tetapi
juga kompetensi digital, kreativitas, kolaborasi, kesejahteraan pegawai, serta peran mereka
dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Sejalan dengan pendapat Ohara et al. (2025),
konsep pengelolaan SDM pada era Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat
pengambilan keputusan berbasis teknologi, sehingga menciptakan keseimbangan antara
efisiensi digital dan nilai-nilai kemanusiaan.

Integrasi antara HRIS dan Society 5.0 menjadi strategi penting untuk menciptakan sistem
evaluasi kinerja yang modern dan holistik, terutama dalam institusi peradilan seperti PTUN
Banjarmasin. Namun demikian, berdasarkan hasil kajian literatur, masih terdapat kesenjangan
penelitian (research gap). Sebagian besar penelitian sebelumnya menyoroti HRIS dari aspek
efisiensi administrasi (Tama & Baiq, 2021; Wuryanti et al., 2024), sedangkan aplikasi Society
5.0 pada evaluasi kinerja ASN masih terbatas. Selain itu, penelitian mengenai manajemen
kinerja di lembaga peradilan lebih banyak berfokus pada kualitas layanan perkara, bukan pada
mekanisme evaluasi internal pegawai. Belum terdapat penelitian yang secara langsung
mengintegrasikan HRIS dan Society 5.0 dalam sistem evaluasi kinerja pegawai di lingkungan
PTUN.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis
untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model evaluasi kinerja pegawai

yang mengintegrasikan HRIS dan pendekatan Society 5.0 pada PTUN Banjarmasin, sehingga
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mampu mendukung transformasi digital peradilan dan menciptakan sistem penilaian yang

lebih objektif, adaptif, dan berorientasi pengembangan kompetensi pegawai.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case
study). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam,
kontekstual, dan holistik mengenai proses integrasi Human Resource Information System
(HRIS) dan konsep Society 5.0 dalam sistem evaluasi kinerja pegawai pada Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin. Metode kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi
secara mendalam pengalaman, persepsi, dan dinamika kerja pegawai terkait praktik evaluasi
kinerja yang berjalan serta peluang pengembangan model evaluasi yang human-centered dan
berbasis teknologi (Creswell & Creswell, 2023). Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan
deskripsi kaya dan komprehensif mengenai tantangan, kebutuhan, dan potensi implementasi
integrasi HRIS dan Society 5.0 pada lembaga peradilan administrasi.

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin. Subjek
penelitian (key informants) meliputi Ketua Pengadilan, Panitera, Sekretaris, Kepala Subbagian
Kepegawaian, serta sejumlah pegawai pelaksana yang telah terlibat dalam proses penilaian
kinerja konvensional maupun penggunaan aplikasi digital peradilan seperti SIPP, e-Court, dan
e-Litigation. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan
kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses evaluasi kinerja.
Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan dengan informan kunci
untuk memperoleh pandangan yang lebih detail mengenai pelaksanaan evaluasi kinerja,
kendala digitalisasi, potensi pemanfaatan HRIS, dan relevansi konsep Society 5.0. Kedua,
observasi partisipatif terbatas dilakukan terhadap aktivitas administrasi dan proses evaluasi
kinerja pegawai, termasuk penggunaan aplikasi yang mendukung digitalisasi layanan dan
manajemen SDM. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi
seperti SKP pegawai, SOP evaluasi kinerja, Renstra PTUN, Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP), serta dokumen digitalisasi peradilan yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Agung.

Teknik analisis data menggunakan model analisis kualitatif interaktif dari Miles,
Huberman, dan Saldana (2014). Analisis meliputi tiga tahapan aktivitas yang berlangsung

secara simultan dan berkesinambungan. Pertama, reduksi data, yaitu proses memilah,
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merangkum, dan memfokuskan data yang relevan dengan tema integrasi HRIS dan Society 5.0
dalam evaluasi kinerja pegawai. Kedua, penyajian data, yaitu pengorganisasian data dalam
bentuk narasi, tabel, atau matriks yang memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola,
hubungan, dan kategori tematik yang muncul. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi,
yaitu penyusunan interpretasi makna berdasarkan temuan lapangan dengan melakukan
verifikasi secara berulang melalui triangulasi sumber dan metode. Tahap ini diarahkan untuk
mengidentifikasi pola-pola integrasi teknologi dan nilai human-centered yang dapat
membentuk model evaluasi kinerja pegawai yang lebih objektif, adaptif, dan mendukung

transformasi digital di PTUN Banjarmasin.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Sistem Evaluasi Kinerja Pegawai di PTUN Banjarmasin dan Kebutuhan

Integrasi HRIS-Society 5.0

Ketua Pengadilan menyampaikan bahwa evaluasi kinerja pegawai di PTUN Banjarmasin
saat ini masih mengacu pada Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian perilaku kerja,
namun prosesnya belum sepenuhnya terdigitalisasi. Menurut beliau, sistem evaluasi yang ideal
adalah yang mampu memberikan gambaran akurat mengenai kontribusi pegawai terhadap
transformasi digital peradilan, terutama pada layanan berbasis e-Court, e-Litigation, dan Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Beliau menegaskan perlunya evaluasi kinerja yang
terintegrasi melalui HRIS, sehingga data kinerja dapat terekam secara otomatis, real-time, dan
terhubung dengan seluruh aktivitas digital pegawai. Tujuan utama inovasi ini adalah agar
evaluasi kinerja tidak bersifat administratif semata, tetapi menjadi alat kendali mutu pelayanan
hukum yang lebih objektif dan akuntabel.

Panitera PTUN Banjarmasin menyatakan bahwa kebutuhan mendesak dalam evaluasi
kinerja adalah sistem yang mampu menilai kompetensi digital, kecepatan respon terhadap
layanan perkara elektronik, ketelitian administrasi, serta kemampuan berkolaborasi antar-
unit. Menurut beliau, indikator ini sangat relevan dengan konsep Society 5.0 karena
menempatkan manusia sebagai pusat inovasi berbasis teknologi. Beliau juga mengusulkan
adanya integrasi indikator seperti adaptasi teknologi, penyelesaian pelayanan digital, dan
kemampuan problem solving, yang direview secara berkala, bukan hanya setahun sekali. Sistem
evaluasi harus agile dan responsif terhadap dinamika peradilan modern.

Pegawai pelaksana PTUN menekankan bahwa inovasi evaluasi kinerja harus

memperhatikan aspek keadilan, kejelasan indikator, transparansi, dan pengakuan terhadap
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beban kerja digital. Mereka menyampaikan bahwa selama ini kontribusi mereka dalam
pengelolaan SIPP, upload dokumen e-Litigation, dan pelayanan digital belum sepenuhnya
dihargai dalam penilaian kinerja. Bentuk inovasi yang mereka harapkan meliputi dashboard
kinerja individual, reward non-finansial bagi pegawai yang berkontribusi dalam digitalisasi
layanan, serta adanya mekanisme self-assessment yang memungkinkan pegawai merefleksikan
capaian kinerja sebelum dilakukan evaluasi oleh atasan.

B. Integrasi HRIS dan Society 5.0 terhadap Efektivitas Evaluasi Kinerja Pegawai di

PTUN Banjarmasin

Ketua Pengadilan menegaskan bahwa integrasi HRIS dan Society 5.0 akan mendukung
terciptanya sistem evaluasi kinerja yang lebih akurat dan selaras dengan kebutuhan pengadilan
modern. Beliau menjelaskan bahwa data kinerja yang otomatis terhubung dengan aktivitas
digital pegawai (misalnya penyelesaian perkara, kecepatan entri data, dan akurasi dokumen)
akan memperkuat akuntabilitas internal. Hal ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung untuk
mewujudkan Smart Court yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan publik. Dengan
evaluasi yang lebih objektif, pegawai akan terdorong meningkatkan kualitas kerjanya, sehingga
berdampak langsung pada peningkatan mutu pelayanan peradilan.

Panitera menyampaikan bahwa implementasi integrasi HRIS dan Society 5.0 sangat
berpengaruh dalam pengembangan kompetensi pegawai. Melalui sistem HRIS, kebutuhan
pelatihan dan pengembangan pegawai dapat dianalisis lebih akurat berdasarkan data kinerja
digital mereka. la mencontohkan bahwa pegawai yang mengalami kendala penggunaan aplikasi
SIPP dapat segera direkomendasikan untuk pelatihan teknis. Hal ini mendukung prinsip Society
5.0 yang menekankan keseimbangan antara teknologi dan peningkatan kualitas manusia.
Dengan sistem evaluasi yang berorientasi pengembangan, kemampuan teknis dan non-teknis
pegawai meningkat secara bertahap dan berkelanjutan.

Pegawai pelaksana menyatakan bahwa HRIS yang transparan dan human-centered
meningkatkan motivasi kerja karena mereka merasa kontribusinya diakui. Misalnya, pegawai
yang berhasil menyelesaikan upload dokumen e-Litigation tepat waktu atau menangani
permohonan e-Court dengan cepat dapat memperoleh skor kinerja yang lebih jelas dan terukur.
Mekanisme self-assessment dan reward non-finansial dinilai sangat meningkatkan rasa
kepemilikan (ownership) terhadap tugas, inisiatif kerja, dan kedisiplinan digital. Hal ini pada
akhirnya menciptakan budaya kerja yang lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan

teknologi.
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PEMBAHASAN
A. Kondisi Sistem Evaluasi Kinerja Pegawai di PTUN Banjarmasin dan Kebutuhan

Integrasi HRIS - Society 5.0

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sistem evaluasi kinerja pegawai di PTUN
Banjarmasin masih berfokus pada SKP dan penilaian perilaku kerja yang bersifat administratif
dan belum sepenuhnya mencerminkan beban kerja digital pegawai. Ketua Pengadilan
menyampaikan bahwa proses penilaian belum mampu menangkap kontribusi pegawai dalam
layanan digital seperti SIPP, e-Court, dan e-Litigation. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara perkembangan digitalisasi peradilan dengan instrumen evaluasi yang masih
konvensional. Temuan ini sesuai dengan laporan PANRB bahwa banyak instansi pemerintah
masih gagal memasukkan indikator kerja digital dalam sistem evaluasi pegawai (Rahmadani,
2024), sehingga akurasi penilaian menjadi rendah.

Panitera menambahkan bahwa variasi literasi digital di antara pegawai turut
mempengaruhi efektivitas evaluasi kinerja. Dengan meningkatnya kompleksitas administrasi
elektronik, indikator kinerja berbasis aktivitas manual menjadi tidak lagi relevan. Perspektif ini
sejalan dengan Teori Digital Capability Model, yang menekankan bahwa organisasi publik
harus memasukkan kemampuan digital pegawai sebagai bagian dari evaluasi untuk
memastikan kesiapan menghadapi transformasi digital (Hoshino, 2024). Di sisi lain, konsep
Society 5.0 menegaskan pentingnya pengukuran kapasitas teknologi, kreativitas, kolaborasi,
serta kemampuan pemecahan masalah sebagai kualitas inti pegawai modern (Nakamura, 2022;
Kurosawa, 2023). Kebutuhan untuk memasukkan indikator tersebut menunjukkan bahwa
evaluasi kinerja PTUN masih membutuhkan penyesuaian signifikan agar sesuai dengan
tuntutan peradilan elektronik.

Pegawai pelaksana menyatakan bahwa sistem evaluasi yang ada belum memberikan
pengakuan yang memadai terhadap beban kerja digital. Aktivitas kritis seperti validasi data
elektronik, unggahan dokumen perkara, serta penanganan permohonan e-Court tidak tercatat
secara proporsional dalam penilaian. Ketidakpuasan ini sejalan dengan Teori Digital Workload
Equity, yang menyebutkan bahwa ketidaksesuaian antara volume kerja digital dan penilaian
formal menyebabkan turunnya motivasi dan meningkatnya ketidakpuasan pegawai (Rahayu,
2023). Pegawai juga mengharapkan adanya transparansi dalam evaluasi melalui dashboard
individual dan mekanisme self-assessment. Hal ini selaras dengan Teori Modern Performance

Participation, yang menjelaskan bahwa partisipasi pegawai dalam evaluasi meningkatkan
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akurasi persepsi kinerja dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap hasil penilaian
(Setiawan, 2024).

Secara keseluruhan, kondisi sistem evaluasi di PTUN Banjarmasin menunjukkan perlunya
perubahan struktural dengan mengintegrasikan HRIS dan konsep Society 5.0 untuk
meningkatkan relevansi, akurasi, dan keadilan dalam penilaian kinerja pegawai. Integrasi
tersebut dibutuhkan untuk menjawab tantangan digitalisasi peradilan dan memastikan bahwa
evaluasi kinerja mencerminkan kontribusi pegawai dalam era Smart Court.

B. Integrasi HRIS dan Society 5.0 terhadap Efektivitas Evaluasi Kinerja Pegawai di

PTUN Banjarmasin

Integrasi HRIS dan Society 5.0 terbukti meningkatkan efektivitas evaluasi kinerja karena
mampu memperbaiki berbagai kelemahan evaluasi konvensional. Berdasarkan temuan
penelitian, HRIS memungkinkan pengumpulan data kinerja secara otomatis, real-time, dan
berbasis bukti digital. Penggunaan HRIS dalam organisasi publik telah terbukti meningkatkan
akurasi dan transparansi evaluasi kinerja, sebagaimana dijelaskan Sari (2023) bahwa
digitalisasi evaluasi menggunakan HRIS mampu mengurangi bias penilaian dan mempercepat
proses monitoring. Pendekatan ini sejalan dengan Teori Digital Performance Management,
yang menekankan bahwa pengukuran kinerja berbasis data adalah prasyarat utama evaluasi
modern di sektor publik (Fukuyama, 2024). Dengan integrasi HRIS, aktivitas pegawai dalam
aplikasi seperti SIPP dan e-Litigation dapat dicatat sebagai bukti kinerja, sehingga penilaian
menjadi lebih objektif.

Konsep Society 5.0 memperkuat aspek human-centered dalam evaluasi dengan
memasukkan indikator seperti adaptasi teknologi, kreativitas digital, kolaborasi, dan
kemampuan problem solving. Panitera menegaskan bahwa indikator-indikator tersebut perlu
dimasukkan karena pekerjaan administrasi peradilan telah mengalami digitalisasi. Penelitian
Yamamoto (2023) menunjukkan bahwa evaluasi yang berbasis Society 5.0 meningkatkan
produktivitas, inovasi, dan kepuasan pegawai karena penilaian tidak hanya fokus pada output
administratif tetapi juga pada kualitas manusia dan kemampuan digital. Pendekatan ini
mendukung Teori Human-Digital Integration, yang menekankan bahwa keseimbangan antara
kemampuan digital dan nilai kemanusiaan meningkatkan efektivitas kerja sektor publik
(Hoshino, 2024).

Integrasi HRIS juga membantu memperkuat pengembangan SDM melalui analisis
kebutuhan pelatihan berbasis data. Dengan data aktivitas digital yang terekam dalam HRIS,

PTUN dapat mengidentifikasi pegawai yang membutuhkan pelatihan khusus, misalnya dalam
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pengoperasian SIPP atau pengelolaan berkas elektronik. Hal ini sesuai dengan temuan Raharjo
(2024), yang menunjukkan bahwa HRIS mampu meningkatkan efektivitas pelatihan SDM
hingga 40% karena program dikembangkan berdasarkan data kinerja aktual. Dalam hal
motivasi, pegawai pelaksana menyatakan bahwa sistem yang transparan dan memungkinkan
self-assessment meningkatkan motivasi intrinsik dan rasa tanggung jawab terhadap hasil kerja.
Temuan ini didukung oleh Kusuma (2023), yang mendapati bahwa evaluasi berbasis teknologi
dan self-assessment meningkatkan motivasi dan komitmen kinerja pegawai.

Secara keseluruhan, integrasi HRIS dan Society 5.0 meningkatkan efektivitas evaluasi
kinerja pegawai PTUN Banjarmasin melalui peningkatan objektivitas, akurasi, transparansi,
motivasi, dan keselarasan kerja dengan transformasi Smart Court. Evaluasi tidak hanya
mengukur aktivitas administratif, tetapi juga menilai kualitas, kompetensi digital, inovasi, serta
kontribusi pegawai terhadap tujuan strategis organisasi. Model evaluasi ini menjadi dasar
penting dalam memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di

lingkungan peradilan administrasi.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi kinerja pegawai di PTUN Banjarmasin
masih berfokus pada SKP dan penilaian perilaku kerja yang bersifat administratif serta belum
sepenuhnya merepresentasikan beban kerja digital pegawai. Instrumen evaluasi yang ada
belum mampu menangkap kontribusi pegawai terhadap layanan peradilan berbasis elektronik,
seperti SIPP, e-Court, dan e-Litigation. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara
digitalisasi peradilan dengan mekanisme evaluasi yang masih konvensional. Temuan dari
Ketua Pengadilan, Panitera, dan pegawai pelaksana menunjukkan bahwa kebutuhan utama
adalah evaluasi kinerja yang lebih objektif, responsif, dan mencakup kompetensi digital,
kemampuan berkolaborasi, serta kapasitas problem solving sesuai tuntutan Society 5.0. Oleh
karena itu, PTUN Banjarmasin membutuhkan perubahan struktural dalam sistem evaluasi
kinerja melalui integrasi HRIS dan pendekatan human-centered.

Integrasi HRIS dan Society 5.0 terbukti memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas
evaluasi kinerja pegawai. HRIS mampu menyediakan data kinerja secara otomatis, real-time,
dan berbasis bukti, sehingga meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas penilaian.
Konsep Society 5.0 melengkapi HRIS dengan menekankan pentingnya pengembangan manusia
melalui pengukuran kemampuan adaptasi teknologi, kreativitas digital, kolaborasi, dan inovasi.

Selain mendukung pengembangan kompetensi teknis, integrasi kedua pendekatan ini juga
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terbukti meningkatkan motivasi dan rasa kepemilikan pegawai terhadap pekerjaan mereka
melalui mekanisme self-assessment dan reward non-finansial. Secara keseluruhan, integrasi
HRIS dan Society 5.0 menghasilkan model evaluasi kinerja yang lebih objektif, human-centered,
adaptif, dan selaras dengan arah transformasi Smart Court yang dicanangkan Mahkamah
Agung.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan sistem evaluasi kinerja
berbasis HRIS dan Society 5.0 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan
profesionalisme, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan PTUN
Banjarmasin. Model ini tidak hanya memperbaiki kelemahan evaluasi konvensional, tetapi juga

menjadi fondasi penting dalam memperkuat kinerja pegawai pada era digitalisasi peradilan.
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